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ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PENEGAKAN
HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TAHANAN DAN
NARAPIDANA
(Studi Kasus di LP. Pematang Siantar)

OLEH
ANINTA SEROJA SEMBIRING
NPM : 07 840 0231
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kewenangan yang diberikan
kepada Lembaga Pemasyarakatan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak
asasi tahanan dan narapidana dengan mengambil penelitian pada Lembaga
Pemasyarakatan Pematang Siantar.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan lembaga
pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum
dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana dan bagaimana
pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan
narapidana di LP Anak Pematang Siantar.

Untuk mendukung pembahasan maka dilakukan penelitian lapangan di LP.
Anak Pematang Siantar dan juga penelitian kepustakaan baik itu dari peraturan
perundang-undangan maupun teori hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Lembaga pemasyarakatan anak
dalam perspektif hukum positif di Indonesia telah diatur secara normatif dalam
peraturan perundang-undang schingga dengan demikian keberadaan lembaga
pemasyarakatan bertugas dan berfungsi dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap
anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga apabila mereka kembali ke tengah
masyarakat mereka dapat berfungsi sebagai warga masyarakat. Pelanggaran pidana
yang dilakukan anak adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum
dan oleh sebab itu anak harus mendapatkan perlindungan dalam hal mempertanggung
jawabkan perbuatannya baik itu di depan pengadilan maupun sewaktu menjalani
pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Peran pembinaan lembaga
pemasyarakatan anak terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dilakukan dengan
suatu sistem tertentu dimana anak diberikan kegiatan positif selama menjalani
pembinaan serta juga diberikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hal-hal
lainnya yang menjelaskan tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana.
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BAB 1

PENDAHULUAN

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu
pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman
pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu
bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih
dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini
memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara
mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.
Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang
berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia.'

Apabila dideskripsikan hal di atas adalah benar, maka ada dua hal yang harus
diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak
asasi manusia, khususnya hak asasi tahanan dan narapidana. Pertama bahwa Pancasila
yang menjadi pandangan hidup bangsa dan merupakan pedoman dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia dalam operasionalnya
dapat diukur antara lain dengan melalui kacamata sejauhmana penegak hukum

memperlakukan para pelanggar hukumnya.

! Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana
di Indonesia, Alnindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. ix.
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pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan
dalam praktek di lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pematang
Siantar dengan cara mengambil kasus dan wawancara yang berhubungan dengan

judul penelitian, yaitu Kasus Pembunuhan.

G. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai

berikut :

BABI. PENDAHULUAN
Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan
Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,
Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika
Penulisan.

BABII. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian
Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Lembaga
Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana, serta Bekerjanya
Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum.

BABIII. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI TAHANAN DAN
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BAB IV.

BAB V.

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Hak Asasi
Manusia, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
Pengertian Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
TAHANAN DAN NARAPIDANA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Gambaran Umum Lembaga
Pemasyarakatan Anak Pematang Siantar, Manfaat Lapas Anak Pematang
Siantar Sebagai Lapas dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam
Sistem Peradilan Pidana, Hambatan-Hambatan dalam Pembinaan
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar serta Peran
Lapas dalam Melaksanakan Pelayanan (Pembinaan) Tahanan dan Kendala
yang Dihadapi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan

saran.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat
LAPAS, LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak
didik pemasyarakatan (Pasal 1 butir 3, UU No. 12 Tahun 1995), sebagai tempat
pelaksanaan putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Lembaga
Pemasyarakatan mempergunakan sistem pemasyarakatan dalam pembinaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “sistem pemasyarakatan” adalah suatu tatanan
mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan,
berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan
bertanggung jawab (Pasal 1 butir 2, UU No. 12 Tahun 1995).

Dalam sistem pemasyarakatan, ada 3 (tiga) subyek yang sangat penting yakni,
narapidana (warga binaan pemasyarakatan), petugas pemasyarakatan dan masyarakat.
Secara sederhana, tujuan dari pemasyarakatan adalah ; kembali ke masyarakat,
menjadi warga negara yang baik dan berguna, atau hal ini sering disebut

“resosialisasi”.
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3. Politik tentang pelaksanaan kewenangan.

Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan
strategis terhadap sistem peradilan pidana, dimana perundang-undangan tersebut telah
memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai suatu
tindak pidana, serta memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk
setiap kejahatan. Dengan kata lain, perundang-undangan pidana menciptakan
“legislated environment” (lingkungan perundang-undangan) yang mengatur segala
prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam sistem peradilan pidana.

Ada beberapa sub sistem yang tergabung di dalam sistem peradilan pidana,
yang masing-masing sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang tersendiri pula.
Namun demikian, pada dasarnya tujuan akhir pada masing-masing sub sistem tersebut
adalah sama, yaitu “penanggulangan kejahatan”. Untuk mencapai tujuan yang sama
inilah mengharuskan sub-sub sistem ini untuk saling koordinasi dan bekerja sama di
dalam proses kerjanya. Suatu sub sistem harus memperhitungkan sub sistem lainnya di
dalam proses peradilan.

Sistem peradilan pidana mengandung gerak sistematis dari masing-masing
sub sistem yang mendukungnya, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan
(totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output)
yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Keterpaduan gerak sistematis sub-sub
sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum, tentunya sangat diharapkan

dalam pelaksanaanya. Oleh karenanya, salah satu indikator keterpaduan sistem

unsregta TRislve DinN Aggtah “sinkronisasi” pelaksanaan penegakan hukum guna
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Bila seorang tersangka yang di tangkap polisi, belum tentu ia bersalah dan
apabila belum cukup bukti untuk mengajukan ke pihak kejaksaan, maka ia akan keluar
dari sub sistem (polisi). Apabila cukup bukti untuk dilanjutkan sebagai terdakwa,
maka akan dibawa ke sub sistem selanjutnya (jaksa), bila disini cukup bukti untuk
cukup di tuntut di muka pengadilan, maka ia akan keluar dari sub sistem (Kejaksaan).

Apabila cukup bukti sebagai terdakwa maka ia akan dibawa ke sub sistem
(pengadilan), namun apabila dalam persidangan tidak dapat dibuktikan kesalahannya,
kemungkinan ia juga akan keluar dan dibebaskan, dan apabila ia terbukti bersalah
maka ia akan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan, dan di sub sistem inilah ia akan
dibina sampai akhirnya keluar/bebas dan kembali ke masyarakatnya.

Selanjutnya apabila keluaran (output) dari lembaga pemasyarakatan ini
banyak yang kembali masuk (input) ke dalam sub sistem, bahkan sampai ke lembaga
pemasyarakatan kembali, maka ada sesuatu yang kurang efektif di dalam pelaksanaan
sistem peradilan pidana. Apabila banyak residivis maka sistem peradilan pidana
tersebut mungkin belum efektif.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) tahapan atau 3
(tiga) hal yang berkaitan dengan terlaksananya sistem peradilan pidana dalam
mencapai tujuannya, yaitu “input”, kemudian “proses”, kemudian “output”.

Dari ketiga hal ini, yang paling nampak bagi kita adalah “proses”. Berbicara
perihal “proses” bagi kita berarti berbicara acaranya hukum pidana, dan ini dimulai
dari aktifitas kepolisian, kejaksaan, proses pengadilan, sampai pada masuknya

UNFIBRSHEABSMEDAMN A REéMmasyarakatan. Namun, mengenai bagaimana pembinaan

Document Accepted 31/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk a%&%gstﬁgfi}liﬁgt}{)réil\{gas/iltla}gé\/laecdﬁqﬁﬁ/m



21

Aninta Seroja Sembiring - Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Penegakan Hukum ...

para narapidana dalam lembaga pemasyarakatan kita tidak mengetahui secara persis.
Sehingga timbul kesan bahwa keterpaduan dalam sistem peradilan pidana hanya
sampai pada saat narapidana diserahkan ke lembaga pemasyarakatan saja, dengan
tanpa adanya relevansi terhadap proses pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan
itu sendiri.

Berhasil tidaknya sistem peradilan pidana dapat dilihat dari output apabila
output itu banyak yang kembali (residivis), maka mungkin ada sesuatu yang kurang di
dalam proses bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang perlu menjadi catatan adalah
jangan ada tanggapan bahwa sesuatu yang kurang di dalam proses bekerjanya sistem
peradilan pidana tersebut, menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai “kambing
hitam”. Sebab, sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai perangkat
struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koordinatif dan integratif
(terkoordinasi dan terpadu), agar dapat mencapai efisiensi yang maksimal dalam

mencapai tujuannya.

C. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Begitu buramnya gambaran lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat,
sehingga lembaga pemasyarakatan diakui juga menyimpan misteri dan kenangan bagi
orang yang pernah menjadi penghuni maupun mengunjunginya.

Gambaran lembaga pemasyarakatan yang tidak terlepas dari beban dan tekanan
masyarakat itu merupakan hambatan pokok, mengingat kepercayaan masyarakat

vadalgR SISV ESMWN Apainjang  keberhasilan  “pembinaan”. Cara kekerasan
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memperlakukan narapidana, justru membenarkan penilaian buruk dari masyarakat
terhadap lembaga meskipun itu adalah tindakan dari oknum petugas pemasyarakat.
Selain itu, keterbatasan fasilitas pembinaan, memperkuat dugaan akan suramnya masa
depan narapidana.

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bekumpulnya
para pelanggar hukum. Dalam hal ini warga masyarakat yang dijatuhi pidana hilang
kemerdekaan para pelanggar hukum, berkumpul dengan berbagai karakteristik. Masa
pidana yang harus mereka jalani sangat memungkinkan bagi mereka untuk saling
bertukar pengalaman, mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sehubungan dengan itu, adalah tepat bila  dikatakan bahwa lembaga
pemasyarakatan potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara narapidana
berpengalaman dengan narapidana pemula. Hal ini dimungkinkan pada saat aktivitas
para narapidana di dalami lembaga pemasyarakatan berlangsung, maupun pada saat
kegiatan pembinaan.

Oleh karena itu smakin lama di penjara, semakin mungkin seseorang itu
menjadi terprisonisasi. Hal ini sangat relevan seperti yang dikatakan oleh Irwin dan
Cressey, yang mengatakan terdapatnya budaya umum di penjara, yang terdiri dari tiga
sub kultur, yaitu :

1. Sub kultur penjahat, yaitu apabila narapidana mengikuti kehidupan yang ada di
penjara;
2. Sub kultur pencuri, yaitu apabila narapidana menghayati kultur jahat dari luar;

UNTVubSrp e g neR Aty apabila narapidana mengikuti norma yang benar.
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Memahami budaya umum yang berkembang di lembaga, bertujuan untuk
mengetahui proses sosialisasi narapidana di dalam, khususnya hubungan antara apa
yang dialami oleh narapidana tesebut selama menjalani hukuman, serta keterkaitan dia
dengan dunia luar.

Dikehendaki narapidana untuk tetap mengikuti pola-pola yang diinginkan oleh
pembina, sering berbenturan dengan apa yang dilihat dan dialami selama berintegrasi
dengan sesama narapidana. Pada kesempatan ini, narapidana yang menjalani hukuman
lebih lama, sering memanfaatkan narapidana yang masa pidana lebih singkat, agar
dijadikan sahabat yang menguntungkan untuk tidak mematuhi peraturan.
Ketidakberhasilan pembinaan terhadap warga pembinaan pemasyarakatan, tampak
pada saat kembalinya ia melakukan kejahatan, setelah bebas dari lembaga yang serupa
inl yang menyebabkan adanya anggapan bahwa lembaga pemasyarakatan itu dicap
sebagai sekolah kejahatan.

Kehidupan sosial di lembaga pemasyarakatan, menggambarkan seringnya
terjadi keribuatan, saling memeras antar sesama warga binaan pemasyarakatan, serta
tidak tentramnya narapidana sewaktu menjalani pembinaan, tidak tersedianya tempat
latihan kerja keterampilan, serta sarana-sarana penunjang proses pembinaan lainnya,
kesemuanya ini harus segera direspon guna mewujudkan resosialisasi dan
reintegrasinya narapidana ke tengah-tengah masyarakat.

Yang harus kita ingat bahwa tanggung jawab pembinaan tidak pada lembaga

pemasyarakatan semata. Hal ini berarti, kalau ada mantan narapidana kembali

Urglrkpkam A kejahsiaq. Appia bukan hasil kerja lembaga semata, akan tetapi
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Sebagai salah satu badan yang paling bertanggung jawab akan kelangsungan
masa depan narapidana, maka pemerintah sudah saatnya menagani dengan baik
lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi. Disamping itu, masyarakat sudah

sepatutnya mempercayai proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

D. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana, di Indonesia setelah berlakukan KUHAP (UU No. 8
Tahun 1981) memiliki empat sub sitem yaitu :

- Kepolisian yang secara administratif di bawah Departemen Pertahan Keamanan;
- Kejaksaan yang secara administratif di bawah Kejaksaan Agung ;

- Pengadilan di bawah Mahkamah Agung; dan

- Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana,
mempunyai tujuan akhir yang sama dengan sub sistem lainnya dalam sistem peradilan
pidana.

Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam meralisasikan
tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar
hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (Supression of crime).

Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga
pemasyarakatan, akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif

maupun negatif. Penilaian ini positif, manakala pembinaan narapidana mencapai hasil

UNasemelT Xei EpananRjasapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan taat
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pada hukum. Penilaian itu negatif, manakala mantan narapidana yang dibina tersebut
menjadi penjahat kembali.

Apapun masalahnya, untuk mengungkapkan sebab-sebab kegagalan
pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan tidak bisa tidak menerima nasibnya
sebagai sub sistem yang terjepit, bahkan sering menjadi “kambing hitam”.

Disadari atau tidak, memang sudah menjadi bagian dari resiko yang harus
diemban, ternyata lembaga pemasyarakatan menyimpan misteri dan beban yang
seakan tidak terkendalikan.

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana harus merupakan suatu kesatuan
aparat penegak hukum yang menindak para pelanggar hukum pidana. Namun tidak
jarang kita lihat adanya saling tuduh menuduh diantara sesama aparat hukum. Hal ini
jelas menunjukkan kurangnya kesadaran dan pengertian akan tugas dan wewenang
serta peranan yang dibawakan oleh masing-masing aparat didalam kerangka suatu
“Criminal Justice System”. Keadaan yang sangat kontroversial dari hal ini, sering
ditemukan dalam tugas melaksanakan penyelidikan, penangkapan, penahanan dan
pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan.

Antara kepolisian dan kejaksaan sering terjadi benturan tugas dan wewenag,
teutama dalam masalah penyelidikan, penangkapan dan penahanan. Terhadap
kekuasaan kehakiman, sering ada pendapat bahwa pelaksanaan peradilan, pada
akhirnya selalu dilandasi oleh keyakinan hakim, disamping bukti-bukti yang dianggap

cukup oleh hakim yang bersangkutan. Sering tidak mencerminkan keadilan

WW?A%B &N%@Anya terhadap lembaga pemasyarakatan, dimana putusan
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2. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi pemasyarakatan akan semakin sulit,
bahkan akan mengalami hambatan-hambatan yang serius.
Secara psikologis dapat dikemukakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam
proses penegakkan hukum (pidana) baik kedudukannya sebagai tersangka maupun
sebagai tertuduh, akan selalu mengalami tekanan-tekanan kejiwaan dimana
rangkaian tekanan jiwa akan selalu mengalami peningkatan, mulai sejak ia
ditangkap sampai kepada pemenjaraannya, walaupun proses penegakkan hukum
itu sendiri dilaksanakan secara sewajarnya (dalam arti tanpa melalui tekanan-
tekanan fisik ataupun intimidasi). Pada umumnya bagi mereka yang pernah terlibat
dalam proses penegakkan hukum ini (sebagai tersangka, ataupun tertuduh),
harapan satu-satunya ialah secepatnya proses penegakkan hukum ini berakhir,
akan lebih baik bagi dirinya daripada berlama-lama memperjuangkan perkaranya
melalui upaya hukum banding atau kasasi. Bagi mereka, perpanjangan proses
penegakan hukum berarti memperpanjang penderitaan.

Dari uraian diatas tampak bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai penegak
hukum terakhir dalam rangkaian “criminal justice system”, akan menampung atau
menerima orang tertuduh yang telah berubah status menjadi terpidana atau orang
hukuman, dengan membawa keparahan kejiwaan, lebih para dari ketika ia baru
pertama kali berkenalan dengan petugas kepolisian dan kejaksaan. Disinilah letak

kesulitan pertama dalam strategi pemasyarakatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk a%&%gstﬁgfi}liﬁgt}{)réil\{gas/iltla}gé\/laecdﬁqﬁﬁ/m



31

Aninta Seroja Sembiring - Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Penegakan Hukum ...

Di satu pihak lembaga pemasyarakatan dituntut untuk membina dan
mengembalikan seorang narapidana kemasyarakat, dalam keadaan siap bermasyarakat,
sedang dilain pihak, lembaga pemasyarakatan berkewajiban terlibat dalam proses
penyembuhan mental kejiwaan para warga binaan, yang sudah para karena “terbakar”
oleh proses penegakan hukum.

Untuk mengurangi berbagai ekses negatif di dalam proses penegakan hukum
itu, terlebih dahulu perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat ataupun
pendekatan-pendekatan antar intstansi penegak hukum. Penyuluhan ataupun
pendekatan ini diperlukan guna diterimanya satu kata, dan satu perbuatan di dalam
proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini bukan berarti, diharuskan pula adanya
kesamaan metode penyelesaian perkara pidana dari semua jajaran aparat penegak
hukum. Melainkan, diperlukan adanya kesatuan pengertian dan persepsi, akan tugas
dan wewenang aparat penegak hukum sebagai suatu “criminal justice system” (sistem
peradilan pidana) terpadu.

Untuk memahami lebih jauh posisi starategis dari lembaga pemasyarakatan
dalam sistem peradilan pidana. Indonesia, maka kita perlu memahami dan melihat
keberadaan yang sebenarnya secara keseluruhan dari lembaga pemasyarakatan.
Tujuannya adalah untuk mendudukkan peran dan tanggung jawab lembaga ini secara
proporsional dengan sub sistem lainnya.

Kedudukan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana, harus

kita sadari mempunyai kedudukan yang sejajar antara satu sub sistem dengan sub

sistomplapRay R FREAR /D sistem adalah mitra sejajar bagi sub sistem lainnya.
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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau sering disingkat dengan istilah HAM adalah hak
yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur
hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik
kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan
status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya..16

Masalah hak asasi manusia memang masalah kemanusiaan berarti terkait
dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting
sejauh mana harkat keamanan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh
setiap manusia tanpa beda.'” Secara istilah hak asasi manusia diartikan sebagai hak
yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hak tersebut
dibawa sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan
merupakan pemberian manusia atau Negara.'®

Pengaturan hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak asasi manusia

'8 Organisasi.org, “Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku
Umum Global - Pelajaran llmu PPKN / PMP Indonesia”, http://organisasi.org, Diakses tanggal 20
Oktober 2011.

17 A. Mashur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan
Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115.

quﬁﬁgﬁlﬁg WANRR%KW dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rieneka Cipta, Jakarta,
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7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa
dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan
jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak
dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan
kehidupannya.

8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta
dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih
secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam
jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan
perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan
khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang
dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka

pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

B. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Konsepsi HAM yang melekat pada manusia ini diakui secara universal, tetapi
pemahaman dan penera annXa disesuaikan dengan latar belakang sejarah dan budaya
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2. Menerima makanan /minuman yang sehat menurut menu yang telah ditetapkan
3. Menerima perawatan dari pemerintah
4. Menerima kunjungan dari Penasehat hukum, keluarga /Handai tolan.
5. Menerima perlindungan hukum
6. Sepanjang tidak ditetapkan lain.
Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak untuk :
a. Memperoleh remisi
b. Memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)
¢.  Memperoleh Asimilasi
d. Memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB)
Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan
1. Wajib dan taat mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh petugas.
2. Berkelakuan baik dan sopan didalam Lembaga Pemasyarakatan baik sesama
Warga Binaan Pemasyarakatan maupun kepada Petugas .
3. Memberikan jawaban yang sopan bila ditanya oleh petugas
4. Memelihara kebersihan dan keindahan dilingkungan kamar / Bloknya serta
memelihara barang inventaris yang dipinjamkan kepadanya.
5.  Wajib bekerja
Larangan Warga Binaaan Pemasyarakatan
1. Dilarang membuat keributan
2. Dilarang melarikan diri

ONIVBR$IRSMEBANDAREMan, taman yang ada dilingkungan kamar/ Bloknya.
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